LEMBAR PENGUJIAN KONBEKUENSI INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN
PPID SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR Ol TAHUN 2024

Pada hari ini, kamis tanggal 20 Bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan

pada mbel dibawah ini :

b. Penswaran t:ht&;

Undang-undang No.5 Taluin 1999 temang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaba Tidak Sehat

Dipindai dengan CamScanner

Dasar Hulatm Pengecualian Informasi Konsckuens/ Pertimbangan bagi Publik
s : ) 4 p Pasal 17 Undangl ndang Jangka Waktu (Apabila
Ll Ring Informasi yang dikecualiican tentang Keterbukaan Peraturan Perundangan Lamnnya Jika di Buka Jika ditutup dikecualikan)
Informasi Puhlik
1 2 ] 4 5 [
R atny o ORI
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 SpEnUDgAT PEEAC gAY
1 Dokumen PBJ yang sifatmya dirahasiakan Fa=al 17 poin a-j atas kekayaan Iritelektual dan 30 TAHUN
Tenlang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 pertind dari persai
usaha tidak sehat
” [Sckma proses
Pzraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 temtang ilihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Dapat MENERANEEU e s
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemeriniah Tahap Pemilihan, N telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 |<¢Pentngan perindungan hak
2 iri dari: Pasal 17 poin Tahun 2021 te Perbahan atas Peraturan atan ekayann Intelekinal dan
terdiri dari: un ntang Penyl era clind dasi =
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadimn  |PC7 7 U084n peis persaingan
Barang/Jasa Pemerintah e
1. Kerangka Acuan Kerja (RKAK], Undang-undang No.5 Taljun 1999 tentang Larmngan
Prakiek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Rinciun Harga Perkiraan Serxdiri (HPS)
3. Spesifikasi Teknis;
4. Rancangan Kontrak;
5. LOKUMEN reTSYEratan rToscs pemmnnan aan Lemoar LaE
Darw ity
6. Daftar Kuantitas dan Harga,
7. Gamber Rancangan Pekerjann;
8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup,
termasik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
nd Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Dapat mengganggu Selama proses
Pasal 17 :::lx Undang Pzngadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana kepentingan perlindungan hak pemilihan berlingsung
. Dokumen Penawaran Penyeidia: telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 atas kekayaan [ntelektual dan
e i Kem:.buhmn l,nl‘arnraai Tahun 2021 tentang Perybshan atas Peraturan perlindungan dari persaingan
Publiic Pasal 17 poinb |50 i4en Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadman  |usaha tidak sehat :
Barang/Jasa Pemerintah a. Penawaran Teknis:
a. Surat Penawaran Penyedia; 10 tahun

Selama proses

I::P:ruwa:an Hargn:
milihan berlingsung



https://v3.camscanner.com/user/download

c. Pennwaran lw@-_

d. Rican Hargn Penawnrng,

e. Inian kualifikesi (Formulir Isan Kualifiikasif istan kualifosd).

Utilang: Undang Nomor 24 Tahun 2013
teninng Perubaban Atan 1) ndang-Undanig
Nomor 23 Tohun 2006 ehinng Administens]

o, Hineinn s ga
Pegwrwnrare 10 b vy

A, Inkiri Kainlifiicnak
Hecloviren
promes peiliben

18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedla;

Kependudukan, baserin penjolasntiyn b rberganrng
[rnipt. menggngg
kepantingan perind ungan hak
10. Beritn Acara Pemberian Penjelisan; Petnturan Preaklen Notdor 16 Tahun 2018 temtang | Kekrynan Trtelektid da
Pengndann Baranig/Joso Pemerintialy sebngnlimirn pextindusgan dasl persningan
teluh diubah dengan Peratinn Prealden Nomor 12 |00 it bt
Tahun 2021 tenting Pernbahan stas Perntirin i
Pasal 17 poin b dan pasal | Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaeat  [Beritn Acirn pengad misty hiatiyn salacia
: d prowes
Acura Pengiunuman 1 17 poin Bararg/Jnsn Pemerintah bian dinksen oleh penyed
Caras - h yang, wendnfing (el pemiliban berlmgsung
nintern memlasilins)
12. Berlta Acars Pengumuman Negosiansi;
13. Jmvaban Sanggah; Undang-undang No.5 Tohun 1999 tentang Lermogan
14. Juvraban Senggah Banding; Pmktek Monopoll dan Fersaingsn Usaha Tidak Sehat
15. Beritn Acarn Penetapan ston Pe umim Pemyed i,
Daput menggangg
kepentingan perindungan tnk
16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedin; Undang-urdang No.5 Tshun 1999 tentimg, Lurangan  [utas kekaymon Intzlektual din Belatin proses
I'aktek Monopoll dan Parsangn Usaba Tidak Sehat [pertindungan das persaingan petmililen berbitigaimg
tsabe thdnk sebit
17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifiknsi) Pasal L7 poin b

Dupat mengganggu
kepentingan perindungan hk
ntns kekmyaon Intelektunl don
perlivdungnan dard persaingan
usnha tdok sehat

Selunn proses
pemilitwn berbmgyimg

Peraturan Preskien Nowor 16 Tahun 2018 tentimg -'5“"‘;"’:‘?"’1
Pengiudaan Barang/Jasn Pemerintah sebogatmsina pein i berkangsiing
19. Surat Perjanjian Kemitraan; tzluh diubal dengan Perntiran Prosiden Nomor 12 ;’;"Jﬂ“' r‘:ﬁﬂﬂm‘
iy ; Tabun 2021 tentang Perubalin atns Perntunim PG TS o stlibenry,
Preaklen Nomor 16 Tahiin 2018 tentang Pengndiann f’whﬂm w;” ' s
Basingf Jnsn Pemerintahi esiaiknn drngnn
yarig berlaka

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Mok Selama proses
Pelaksarsan kegidan
berfangsung dan jika
o ; Undang-undang No.5 Telhum 1999 temtamg Larangan o
20. Surat Perjanjian Swakelbla/ Penyedia Prakick ) 1 dan Persai Usaha Tidak Sehat :ler.wrlw‘l.ﬂrmd-l
waktu disesuakan
dengan UL yang
| berialas
[Tahap Pelaksanaan, terdiri dark
E: T
= Undimg-undang No.5 Tahun 1999 ieniang pentingan perindungan hak
Il‘;nnklmn Kmm’l’m‘ '::" dmimm?mnm 1“""""""1’"“ Pasal 17 poin b Prakiek Monopoli dan Persaingan atas kekayaan mmtelektual 30 tatum
- yeog Usaha Tidak Sehat dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat
2. Surst Tagihan, -Undang-Undang Nomor 24 Talmm 2013
3. Surst Perintah Membaryar, tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Dapat mengganggu
17 poin b, p |Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kepentingan perindungan hak
“‘""mm;‘:“m s PO e pendudukan, beserta penplasanmya.  |atas kekayaan mtelektual 20 talum
4. Surst Perintah Pencairan Dena; pom) -Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang dan perfindungan dari
Larangan Praktek Moniopoli dan Persaingan persaingan usaha tidak sehat
Usaha Tidak Sehat
5. Lapcran Pelaksamaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa -Undang-undang nomor 28 tahun 20014 [ .
Konsubznsi) n:ntu;:g Hak Cipta Pasal 8 |, e Flwpﬁﬁﬂ ol
Pasal f 1 ] A &
6. Lapcran Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa 17ipotic’h -Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang :::: 'In:ﬁ i m::_:"-l 70sninx
Konsultansi); Larangan Prakick Monopoli dan Persaing ; AT schat
Usaha Tidak Sehat | g ok 1l
7. Beriia Acara Pemerik Hasil Pekerjaan; -Feraturan Presiden Nomor' 16 Tahun 2018
3 bl b Seral s e alati Provistorsal Over: tentang Pengadaan Bsrang/Jasa Pemeriotah Dapat mengganggu
i Bt 4 t £ Fand 2 sebagaimama telah diubah dengan Feraturan kepentingan perind ungan hak Dikecualikan sampai
Pasal 17 poin b Presiden Nomer 12 Tahun 2021 tentsng  |atas kekayaan irtelektual dan serah terims
. y v Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 perlindungan dari persaingan akhir pekerjan
9. Berita Acwra Serah Terima atan Final Hand Over Tahun 2018 tentang Pengadasn Barang/Jasa usaha tidak sehet
Pemerintah
Undang-undang Nomor 28 talun 2014 D
HTIT;‘ Ha Cipta rasel 2 kzpen;;m periind ungan hak
Dokumen pendaftaran Penyedia Barang/Jasa Fasal 17 poin b U No.S Tal 1990 mnml:k.uymd:::k&unldan 30 TAHUN
Larangan Prakick Monwpoli dan Persaingan Pﬂl "ml:lleh:tmw
Usaha Tidak Sehat
Pasal 49 Feraturan Badan Kepegawaian Negam
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Hukuman Disiplin Nomor 6 Tahun 2022 teritang Peraturan Pelaksanaan [0 €P=2 SemyePesieslorn D
Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang yang be
Disiplin Pegawai Negeri Sipil ,

Pangkat ) | ~ Pembina Utama Muda
NIP : 19680610 199403 2 014

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Babwa Pengujian Konsckuensi sebagaimena disebut pada tabel di atas dilakuken okeh :

10

HAYATI, SE, MM

Kabid IKP dan Humas / Tim PPID Utama

DINAS KOMINFO

/

NO Nama Jebatan Unit Kerja TTD

. )

Asisten administrasi Umum (selaku .

1 [ir. NURSIH HARLANI R el SEKRETARIAT DAERAH -%

N\ .

AN

-
2 |ANDI JUANA FACHRUDDIN, S.ST Staf Abki Bid Hukum dan Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH ﬂﬁ"""
a  |ors. H. HAMRIS DARWIS Kepala Dinas DINAS KOMINFO [/ W
-
4 |vuLianus, S.80s Tim Abli PPID Utama KECAMATAN TOMONI TIMUR
s |uErPIK Sekretaris PPID Utama DINAS KOMINFO O}(/
P4
- -
6 [MUH. RIZKI ALAMSYAH, 5.STP PPID Pelaksana Setda SEKRETARIAT DAERAH
7 AND! MUH. REZA ASHARI, S.STP, MA Kebag Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH W/—\
o~ <

8 YERISLIN WUALA, SH Kabag Hukum SEKRETARIAT DAERAH M "

{
9 |1 kETUT RIAWAN, S.5TP Kabag Ekbang SEKRETARIAT DAERAH % W

G‘J’, .

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

12 |WINDAYANI ZARARIA 8, 52 Esteg U=os STEETATIAT DATRAH
[

12 |emsyasmam, st s Kabeg PRI SEXFETATIAT DAZRANH
14 |Fauzy DG. Paze=EEA, SE P —— SEXFETAZIAT DATRAR
15 |RUPDN S MM P Esbeg Pricpic SEXTETATAT DATSAH
16 JANDI MULIANTO, A Md Easobay Ferergioees SEEETTANIAT DAFSA
17 |SALMAN AKBAR, S Koe, MT Koordnasor LPSZ SEXRETARIAT DATRAH

e
18 |aBDUL ASIS, BA AmaSs Eebsien ARS Moda SEXTFTARIAT DAERAH
19 |APRIANI PASKAWATI M Pramars Bumes ARY Moda SEXRETARIAT DAERAH
20 |ANDI JAKA HENDRA, Si Proyuinh Huluss ABE Mods SEXRETADIAT DATRAS
21 |samimia, sE Tim PPID Pecberay Scida SEXRETARIAT DAZRAH
22 |NNNE YUNTTA ACHMAD, S Kom Tim PPD Utarsa DENAS EOMDFO

-
23 |NABILA Tim PPID Utama DNAS KOMINFO |

Demildan Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasificasd Informasd yang Dikecualican inf dibuat secara seksama,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

